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WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR 20 TAHUN 2011 

TENTANG 

PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP 

PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA P.ALEMBANG, 
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a. bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota 
Palembang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan 
Jalan. maka untuk memberikan pedoman yang jelas dalam 
pelayanan pemungut~n pajak pl;lnerangan jalan, perlu menirijau 
dan merubah kembali Peraturan Walikota Palembang Nomor 55 
Tahun 2007 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tel:ap 
Pemungulan Pajak Penerahgan Jalan; · 

b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf c;1 , pl;lrlu menetapkan Peraturan W~likota Palembang tentang 
Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap f'emungutan Pajak 
Pene'rangan Jalan. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun1959 tentang Pembentukan 
Dael'ah Tingle.at II da·n Kotapraja di Sumalera Selatan (Lembaran 
Negara Tahun 1959 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 1821): 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
P.eraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik 
lhdonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389): 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran N~gara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhi.r dengan Undang­
l/ndang Nomor 12 Tahun 200!3 tentang Perubahan Undal)g­
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerintahan Daerah 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lei:n~aran Negara R!:!Pl!blik lndQnesia Nomor 4844): 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah .Pusat dan .Pemerintah Daerah 
(lembaran Negc1ra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
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6. Undang-Undang Nemor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lnd·onesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

7. Peraturan Pem~rintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran 
Negara Rep_ublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Repu.blik Indonesia Nomor 4737); 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Sistem dan Prosedur Adminislrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah 
dan Penerim~an Pendapatan Lain-lain; 

9. Peraluran Daerah Kola Palembang Nomor 1 Tahun 2000 tentang 
Redoman Tata Laksana Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota 
Palembang Tahun 2000 Nomqr 2); 

10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nonior 44 Tahun 2002 tentang 
Ketentraman dan Ketertiban (lem\)aran Daerah Kota Palembang 
Tahun 2002 Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 13 Tahun 2007; 

11. Per~turai;i D~~rah Kqta Palembang Nqmor 15 Tahun 2004 tentang 
Pedoman Pem6inaan dan Operasional Penyidik Pegawal Negerl 
Sipil (Lembaran Daerah Kata Palembang Tahun 2004 Nomor 31); 

12. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tent,!ng 
Urusan Pemerintah Kola Palembang (Lembaran Daerah Kola 
Palembang Tahun 2008 Nomor 6); 

13, Peraturan Oaerah Kola Palembang Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kota Palemb;mg {Leml;>aran Daerah Kota Palembang 
Tahun 2008 Nomor 9); 

14. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 15 Tahun 2010 te,ntang 
Pajak Penerangan Jalan ,(Lembaran Daerah Kota Palembang 
Tahun 2010 Nemor 15); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENT ANG 
PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEOUR TETAP 
PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Palembang. 
2. Pemerintah Kola a·dalah Pemerintah Kofa Palembang. 
3. Walikota adalah Walikota Palembang. 
4, Dini:1s· Pendapatan Dae·rah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kola 

Palembang. 
5. Kepala Oinas adalah Kepala Dinas P~ndapatan Oaerah Kc:,ta 

Palembang. 
6. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak alas pengguna~in tenaga lfstrik, 

baik yang dihasilkan sendiri rnaupun diperoleh dari sumber lain. 
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Palembang. 
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8. Bendatiarawan Khusus Penerima untuk setanjutnya disJngkat BKP 
adalah Bendaharawan Khusus Penerima pad.a Dinas Pendapatan 
Oaerah Kola Palembang. 

9. Pejabat adalah pegawal yang dlberl tugas tertentu dibidang pajak 
sesuai dengan pe-raturan perundang-1,1nQangan yang berlaku. 

1 Q. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan. baik yang melakukan usaha yang melipuli perseroan 
terbatas, perseroan koman\;liter, perseroan laihnya, badan usaha milik 
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMO) dengan nama 
dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasl, dana pengsil.Jn, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisa•si rnassa. organisasi 
sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan benluk badan 
laihnya termasuk kontrak investasi kolektif dan belituk usaha tetap·. 

11. Wajlb Pajak adalah orang pribadl atau badan, melipuli pembayar pajak, 
pemotong pajak dan pemungut parak yang mempunyal hak dan 
kewajiban perpajakan s~suai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan perpajakan daerah. 

12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kaJender yang menjadi 
dasar bagi Wajlb Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan 
pajak yang terutang. 

13. Surat Pembetitahuan Pajak Oaerah yang selanju1nya disingkat SPTPD 
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 
,penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak 'dan/atau bukan 
•Qbjek pajak danlatau harta dcin l<ewajiban seauai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat ~PD adalah 
bukti pem6ayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas 
umum Daerah melalui tempat ~mb.ayaran yang ditunjuk oleh 
Walikota. 

15. Surat Ketetapan Pajak Oaerah Kurang Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan 
besamya jumlah pokok pajak, jumla.h kredit pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak, besarnya sank~i administratlf dan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar. 

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disingkat SKPQKBT adalatj Surat Ketetapan Pajak yang 
menentukan tambahan alas jumlah Pajak yang ditetapkan. 

17. Surat Ketetapan Pajak Oaerah Lebih Bayar yang selanjutnya diSingkat 
SKPOt B adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jurrJlah 
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar 
dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang. 

18. Surat Ketetapan Pajak Oaerah Nihil yang selanJutnya dlSlngKat SKPDN 
adalah Surat Ketetapan Pajak yang_ menentukan jumlah pokok Pajak 
sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau p.ajak lidak terutang 
dan tidak ada kredit pajak. 

19. Surat Tagihan Pajak Oaerah yang selanjutnya disingkat ·STPO adalah 
surat untuk melakukan taglf'!an · Pajak. dan/atau sanksi admiriitrasi 
berupa bungs dan/atau denda. 

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan dan/atau buktl Y!3"9 dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk 
tujuan lain dalam rangka melaksan~kan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah dan retiibusi daerah. 
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21. Penylcllkan TTndak Pidana dltiidang Pajak Daerah adalah serangkafan 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang 
selanjutnya disebut Penyi<:lik, urttuk mencari serta. mengumpulkan bul<ti 
yang dengan bukti itu membual lerang Tindak Pidana dibidang Pajak 
Daerah yang terjadi s~rta men~mukan tersangkanya. 

BAB II 

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN 

Pasal2 

(1) Setiap orang atau oadafl yang menyelenggarakan pemugutan Pajak 
Penerangan Jalan, dipungut Pajak Penerangan Jatan oleh Walikota 
melalui Oinas Pt!ndapalari Daerah. 

(2) Sesuai dengan Lugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendapatan Daerah 
tlitetapkan sebagai unit kerja yang melaksanakan proses penelilian 
administrasi dan peneiitian teknis dalam rangka pernungutan Pajak 
Penerangan Jalan · sesuai dengan persyaratan, mekanisr.ne dan 
prosedur l.elap yang diatur dalam Peraturan ini. 

Pasal3 

(1) Pr~ses penyelesaian ~m1ohonan pembayaran Pajak Penerangan 
Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diselesaikan dalam 
jangka walctu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya perrnohonan yang 
lengkap dan m~menuhi syarat. 

(2) Permohonan yang dapat diproses adalah permohonan yang telah 
dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini. 

(3) Permoh'onan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan 
adrninistrasi dan atau persyaratan leknis, akan diberilahukan kepada 
Pemohon secara tertulis dengan tenggang waktu 3 (tlga) hari kerja. 

Pasal ·4 

(1) Terhadap perrnohonan yang lelah memenuhi persyaratan. diminta 
penetapannya kepada Walikota yang dltuangkan dalam Keputusan 
tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan. 

(2) Setelah ditetapkan Keputusan Walikota dimaksud, Kepala Dinas 
menerbitl<an Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). 

(3) Apabila Keputusan Wa.likota tentang Pemungutan Pajak Penerangan 
Jalan sudah diletapkan oleh Walikbta, Pemohon mempay<lr Pajak 
Penerangan JaJan, kemudian ditefbitkan Petikan keietapan Pajak 
Penerangan Jalan yang dltanda tangani oleh Kepala Dinas untuk 
di_sampaikan kepada Pemahon. 

Pas-al5 

(1) Tata cara pemungutan Pajak Penerangan Jal an dari pendataan sampai 
dengan penaglha'n sesuai dehgan Si:,te,m dan Prosedur (Slsdur) Pajak 
Daerah. 

(2) Dalam hal kegialan pendataan, Dinas Pendapatan Daerah dapat 
melakµkan kerjasama dengan pihak lain untuk memperoleh data yang 
akurat dan uptodate dart Wajib Pajak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK 

Pasal6 
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(1) Wajib Pajak adalah orang pr/badi atau badan yang menggunakan 
Pembangkit Tenaga Listrik yang dihasilkan ~ndiri bukan bera~al dari 
PLN (Generator Set). 

(2) Wajib Pajak melaporl<an Unit Pembangkit Tenaga Listriknya (Gen~rator 
Set) kepada Dinas Pendapatan Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari, terhitung sejak saat pemasangan tenaga listrik untuk dikukuhkan 
sebagai Wajib Pajak. 

(3) Kepala Oinas Pendapatan Daerah menerbilkan Sura! Kepulusan 
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan memberikan Nomor Pokok 
Wajib Pajak Daerah (NPWPD) serta Maklumat sebagai landa unluk 
diketa.hui umum. 

BABIV 

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK 

Pasal7 

(1) Dasar pengenaan Pajak adalah tenaga listrik yang dlhasilkan. 
(2) P~ngguilaan tEinaga listrik dari sumber lain oleh ioduslri, perlambangan 

minyak bumi dan gas alam, tarif pajak sebesar 3 % (tiga persen). 
(3) Nilal jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tenaga listrik 

yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga lfstrik dihitung berdqsarkan 
kapasilas yang_ tersedia dikalikan dengan harga satuan listrlk 
sebaga!mana tercantum dc1lam label Lampiran I yang merupakan 
bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan iili. 

(4) Harga satuan listrik yang berla.ku di wilayah dae.rah yang bersangkutan 
sesuai dengan TarifDaiar Lislrik (TDL). 

(5) Penggunaan tenaga listrik dihasilkan sendiri, tarif pajak sebesar 1,5 % 
($ahJ koma lima persen}. 

BABV 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 

Pasal8 

(1) Wajib Pajak harus m1:1lapofkan kepada Wallkota lentang perhitungan 
paja.k terutang dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari 
setelah akhir masa pajak dengan menggunakan SPTPD yang diisi 
dengan jelas, benar, ler:igkap da·n ditanda tangani. 

(2) Wajib Pajak sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), harus mengambil 
sendiri SPTPD pada Dlnas Pen.dapatan Daerah . 

. (3) Wajlb Pajak adalah Badan, maka SPTPP harus ditanda tanganl oleh 
pengurus atau Direksl dan apabila diisi orang lain selain Wajib Pajak 
harus melampirkan Surat Kuasa Khusus. 

(4) SPPD yang disampaikan langsung oJeh Wajib Pajak kepada Dinas 
Pendapatan Oaerah harus diberi tanda bukti peneriina oleh Petugas 
Dinas Pendapatan Daerah. 

(5) Kepada Oinas atas wewenangnya berhak _rnelakukan penelitlan dan 
pemeriksaan terhadap keb"enarari dari isian SPTPD. 
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BABVI 

PEMBAYARAN DAN KETETAPAN PAJAK. 

Pasal9 

(1) Penetapan dan ketetapan pafak diperhitungkari sesua.i dengan isian 
SPTPD yang telah diteliti. 

(2) Setiap Wajib Pajal< wajib membayar pajak terutang tidak tergantung 
pada adanya SKRD. 

(3) Berdasarkan SPTPO, pajak terutang dltetapkan dengan menerbitkan 
SKPD. 

Pasal10 

(1) Kepala Dinas berwenang melakukan pemeriksaan untuk menetapkan 
jumlah pajak terutang .dari hasil Pajak Penerangan .Ja1an dalam rangka 
melaksaoakan Peraturan ini. 

(2) ,Untul< k$pe(luan pemeriksaan Petugas Penieriks;;i _harus melengkapi 
dengan Surat Perintah Tu.gas dan harus memperlihatkan kepada Wajib 
Pajak yang diperiksa 

(3) Wajlb Pajak yang diperiksa wajib , 
a_ Memperlihatkan dan alau meminjamkan pembukuan atau 

pen~tatan dokumen lain yang tierhubungan dengan l<egiatan 
usaha Wajib Pajak. 

b_ Memberikan kesempatan untuk memasuki ruangan di temp.at atau 
ruartgan yang dianggap perlu dan membe'rikan bantuan guria 
kelancaran pemeriksaan. 

c. Membetikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan 
peme'riksaan Kas (cas opname), 

(4) Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), maka pajak - pajak terutang ditetapkan secara taksiran atau 
jabatan. 

(5) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan, atau dokumen 
lain serta -tidak · memb.erikaan keter-angan yang diminla, WaJ1b Pajak 
yang terkait oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka 
kewajiban untuk m·erahasiakannya dltiadakan alas permlntaan untuk 
keperluan pemeriksaan. sebagalmana dimaksud padc1 ayat (3). 

Pasal11 

(1) Apabila dalam menjalankan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak 
Penerangan Jalan dipertukan keterangan yang benar atau buktl yang 
sah dari pihak ketig•a yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak 
yang diperiksa, atas permintaan Walikota atau Pejab·at yang dltunjuk 
Kepala Oinas, pihak keUga tersebut harus memberikan kelerangan 
atau tiukti yang diniinta. 

(2) Dalam pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), t~.rkait oleh 
kewajlban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasat12 

Walikota atau Pejabal yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan tempat 
usaha ata.u ruangan tertentu apabila : 
a. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaiman;i dimaksud dalarn 

Pasal 10 pada ayat (3). 
ti. Wajib Pajak tidfjk menyetorkan pajak terutang, sehingga dapat 

menimbulkan kerugian pada Daerah. 
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BAB VII 
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG 

Pasal 13 

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (salu) bulan kalender yang m·enjadi 
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak 
.yang terutang, 

Pasal14 

Saat Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat 
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau·dalam Bagian Tahun Pajak 
sesual dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

BAB VIII 
PERHITUNGAN DAN KETETAPAN PA.JAK 

Pasal 15 

(1) Penelapan dan ketetapan pajak diperhitungkan sesuai dengan isian 
SPTPD yang telah diteliti. 

(2) Berdasarl<an SPTPU sebagaimana dimaKsud pada·ayat (1), ditetapKan 
pajak terutang dengan penerbitan SKPD. 

(3) Apablla SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak atau 
kurang b.ayar setelah Jewal waktu paling Jama 30 (ti~ P,UluH) hari sejak 
SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua 
perseil) sebulan dan dita'gih den·gan menerbitkan STPD. 

BAB IX 
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN 

Pasal16 

(1-) Pajak terutang harus dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 15 
'(lima belas) bulan berikulnya dari niasa pajak yang terutang dengan 
menggunakan SSPD. 

(2) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan dan dis!,!lor sekaligus atau 
tunas. 

BAB X 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSANPAJAK 

Pasal17 

(1) Wajib pajak. dapat mengajukan ~nnohonan pengurangan. keringanan 
da.n penghapusan pajak kepada Walikota melalui Dlnas Pendapatan 
Daerah alas SKPD/STPD untuk 1 (satu) masa pajak tertentu dalam 
jangka waktu 3 {tiga) bulan sejak langgal SKPD/S'TPD. · 

(2} Permohonan pengurangan, keringanan, dan penghapusan pajak 
sebagaimana dlm.aksud pada ayat (1), dengan membuat alasan-alasan 
yang jelas serta didukung dengan bukti yang sah sekaligus 
menyel:!utkan jumlah pajak terulang menu.rut perhitungan Wajib Pajak. 

(3) Wa1ikot.a dalam jangk.a waktu 12 (dua belas) bulan sejak langgal 
dlterimanya permohonan harus memberikan keputusan. 

(4) Apab1la pem,ohonan yang dimohonkan oleh Wajlb Pajak, sebagaimana 
dimak.sud pada ayat (3), Walil<ota belum memberikan keputusan, maka 
permohonan yang dimohonkan dianggap dikabulkan. 

(5) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa 
menerima seluruhnya atau s~bagian, menolak, atau menambah 
besarnya pajak yang terhutang. 

(6) PengaJuan permohonan s~bagaimana dimaksud pada ayat (1). tldak 
menunda kewajiban membayar pajak dan tindakan pena9ilrc:!n. 
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Pasaf 18 

Bentuk, jenis dan isi formulir untuk penagihan_ pajak serta tanda bukti 
pernbayaran c:lan penerirnaan pajak, masing-masing sesuai dengan Sislem 
dan Prosedur {Sisd1,1r) Pajak Daerah. 

BAB XI 

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK 

Pasal 19 

Sistem Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 2, ada 2 (dua) cara : 
1. Slstem Self Assesment {dengan Mengliitung Sendiri) 

Yaitu Wajib Pajak menghitung, mengisi SPTPD dan menyetor sendiri 
pajaknya. · 

2. Sistem Official Assesrnent (Sistern Ketetapan) 
Yaitu Ketetapan Pajak Langsung ditetapkan oleh Dinas Pendapatan 
Daeran berdasarkan taksasi. 

BAB XII 

PERSYARATAN 

Pasal20 

Persyaratan administrasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 
sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 2, dengan melarnpfrkan antara lain : 
1. Melig1si forrliuli r pendaftaran Wajib Pajak yang disediakan oleh Dinas 

Pendapatan Daerah dengan jelas, benar dan lengkap. 
2. Foto copy Kartu Tanada Penduduk (KTP) Pernohon. 
3. Foto copy izin Mendirikan Bangunan (1MB). 
4. Foto copy Surat lzin Tempat Usaha (SITU). 
5. Foto copy bukti lunas PBB tahun terakhir. 

BAB XIII 

MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP 

Pasal 21 

Mekanisrne pernungutan Pajak Penerangan Jalan dengan cara dibayar 
sendiri {Self Assesment) adalah seb:,igai berikut : 

a. Pendaffaran 
1. MenyeFahkan formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak setelah 

dicatal dalam Oaftar Formulir Pendaftaran. 
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan Rmnulir pendaftaran yang 

telah diisi oleh Wajib Pajak ctan atau yang diberi kuasa, apabila 
pengisicJnnya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar 
Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan 
selanjutnya µicatat dalam Dafter lnduk Wajlb Pajak, Dajtar Wajib 
P·ajak·per-golongan serta dibuatkan Kartu NPWPD. 

3. Apabila belum Jengkap persyaratannya, formulir tampirannya, akan 
dil<embalikan kepad~ Wajlb Pajak secara tertulis untuk 
meiengkapinya. 
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b. Pendataan 
1. Menyerahkan formulir pendalaan (SPTPD). 
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan Forr:nulir Pendataan 

(SP.TPD) yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa. 
apabila pengisiannya benar dan lampirannya,lengkap, dalahl,daftar 
SPTPD diberikan tanda dan tanggal penerimaan, apabila belum 
lengkap, SPTPD dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk 
melengkapi. . 

3. Mencatat data Pajak dalam kartu data dan ke dalam daftar SPTPO 
Wajlb Pajak Self Asse~ment. 

c. Penetapan 
1. Setelah Wajib Pajak membayar pajak terutang berdasarkan 

SPTPD dicatat kedalam kartu data. 
2- Membuat Nota Perhitungan Pajak atas dasar kartu data dan hasil 

pemeriksaan atau keterangan lain, dengan cara menghilung jumlah 
pajak terutang dan jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam 
kartu data. · 

3. Apaoila pajak terutang kurang atau tidak dlbayar, maka diterbitkan 
SKPDKB. 

4. Apabila tidak 1en;lapat selisih antara pajak terutang dan kre_dit 
pajak, maka diterbitkan SKPON. 

5. Ap'abila terdapat tambaha,n objek pajak yang sama sebagal akibat 
dlt~mukannya data baru, maka diterbitkah SKPOKBT. 

6. Apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak terutang, maka 
diterbitl<an SKPDLB. 

7·. Setelah pembualan Not.a Perhitungan Pajak, selanjutnya 
menyerahkan kembafi Kartu Data kepada Unit Kerja Pendapatan. 

8. Menerbitkan Daftar SKPOKB. SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPON 
atas dasar Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut diatas. 

9. Surat ketetapan dilanda tanganl oleh Unit Kerja Penetapan alas 
nama Kepala Oinas dan Daftar Surat Ketetapan tersebut di atas 
ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja Penetapan dan masing -
masing disiapkan tanda terimanya. 

10. Menyerahkan kepada wajib pajak berupa SKPDKB, SKPOKBT, 
SKPON, kemudian Wajib Pajak menanda tangani masing-masing 
tanda teri,-na dan mengembalikannya. · . 

11. Jumlah Pajak terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi 
administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua pu.luh llma 
perseri) dan Pokok Pajak dan jumlah pajak terutang d.alam 
SKPDKBT dikenakan sanksi admlnistrasi berupa kenaikan sebesar 
100 % (seratus persen) dari Pokok Pajak. 

12. Apabila SKPDKB, SKP~Ol<BT, SKPON yang diterbitkan lidak atau 
kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 
_sejak SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN paling lama 30 (tlga puluh) hari 
se}ak SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN diterima dapat memberikan 
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) liap 
bulan menerbitkan STPD. 

Pasal22 

(1) Untuk prosedur penyetorannya, angsuran dan penundaan 
pembayaran, pembukuan dan pelaporan, keberatan dan banding. 
penaglhan, kegiatan pembetulan, pembatalan, pengurangari 
ketetapan d;:,m~nghapusan atau pengurangan .sanksi administrasi 
serta pengembalran kelebihan pembayaran, sama dengan 
prosedur pemungutan pajak dengan· cara Sistem Ketetapan 
(Offic;ial Assesrnent). 
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(2) Mekanisme pemungutan PaJak Penerangan Jaran berdasarKan 
~ra Penetapan (Official Assesrnent). 

a. Pendaftaran 
1. Mengirim formulfr pendaftaran kepada Wajib Pajak seielah 

dicatat dalam daftar formulir pendaftaran. 
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran 

Wajib Pajak yang telah diisi dengan Wajib Pajak atau yang 
diberi Ruasa, apabfla pengislannya benar dan lamplrannya 
lengkap dalam daftar formulir pendaftaran diberi tanda dalam 
Daftar lnduk Wajio Pajak, Oaftar Wajib Pajak pergolongan 
serta dibuatkaan Kartu NPWPD. 

3. Apabila tidak rnernenuhi persyaratan dan belum lengkap 
ramplrannya, akan c;lika.mballk.an k~pada Wajib P~jak s1:1car-a 
tertulis untuk metengkapi lampirannya. 

b. Pendataan 
1. Menyiapkan formulir pendataan (SPTPD) kepada Wajib Pajak 

selelah dicalat dafam daflar SPTPD. 
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan 

(SPTPt;)) y~ng telah dii~i oleh Wajib Pajak atau yang diberi 
kuasa apa!Sila pengisfannya benar clan lamprrannya lengkap 
dalam daftar fom1ulir pendataan diberi tanda dan tanggal 
penerirr11,1an, apabila belum lengkap aikembalikan kepada 
Wajib Pajak untuk melengkapi. 

3. Mencatat data Pajak dalam kartu data yang, selanjt.Jlnya 
diserahk.ln kepada Unit Ke.rja yang membidangi unttJk proses 
penelapan. 

c. Penetapan 
1. Membuat nota perhitungan PajaK Daerah atas dasar kartu 

data. 
2. Menerbitkan SKPD atau SKPDT jika terdapat tambahan objek 

pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru ata_s 
dasar nota perhitungan Pajak Daerah dan membuat daftar 
SKPD/SKPDT. 

3. SKPD/SKPDT ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja 
Penetapan atas nama Kepata Dlnas dan daftar SKPD atau 
SKPDT . dilanda tangani oleh Uriil Kerja yang rriembi~ngi 
penetapan dan disiapkan tanda terimanya. 

4. Menyerahkan copy dafter SKPD atau $KPDT kepada Unit 
Kelja yang membidangi pembukuan penerimaan. penagihan 
dan program. 

5. ,Menyeratikan SKPD at.)u SKPDT kepada Wajib Pajak. 
6. Apabila SKPD atau SKPDT yang diterbitkan tidak atau kurang 

dibayar setetah tewat wak.tu paling lam 30 (ti.ga puluh) hari 
sejak SKPD ata~ SKPDT diterima dikenakan sanksi 
administrasi b·erupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap 
bulan dengan menerbitkan SPTPD. 

d. Penyetoran 
Penye.toran Pajak Daerah melalui Bank Persepsi terdiri dari : 
1. Bank Surnsel yang disediakan di kantor Dlspenda Kata 

Palembang dengan Kade Rekening Nemer : 150-30-00001 . 
Penyetoran yang telah divalic;lasi didistribusikan kepada 
Bendahara Khusus Penerima (BKP). BKP Dispenda 
bertugas: 
a. BKP menca,at dan menJumlahkan SSPD yang telah 

divalidasi dan dicatat dalam buku pembantu penerimaan 
sejenis melalul Bendahara Khusus Penerima dan 
selanjutnya dibuku,kan dalam Sukµ Kas Um1.i'm. 
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b. Bendahara Khusus Penerima. secara perlodik (bulanan) 
menyiapkan laporcm realisasi penerimaan dan penyetoran 
uang yang ditanda tangani · oleh Bendahara Khusus 
Penerimaan dan diketahui oleh Kepala Dinas. 

c. Didis.tribusikan ke Unit Kerja terkail seb_agai laporan. 

2. Penyetoran melaliJi Kas Daerah pada Bank Sumsel Cabang 
Pale·rnbang Jalan Kol. Atmo dengan Kode Rekening 
Nomor : 150-30-00001 terdiri dari : 
a. Kas Daerah menerima uang dari Wajll;> Pajak disertal 

dengan media surat ketetapan dan media penyetoran 
SSPD dan bukti setoran Bank. 

b. SSPD difai;ida tangani dan dicap oleh· Pejabat Kas Daerah, 
maka lembar pertama dari SSP-0 dan bukti setoran Bank 
diserahkan kemball ke Wajib Pajak. 

c. 2 (dua) lembar lindasan SSPO dikirim oleh Kas Daerah ke. 
Bendahara Khusus Penerima Dinas. Pendapaten Daerah 
yang dilamplri bukti seloran Bank. 

d. Bendahara Khusus Penerima, setelah menerima media 
penyetoran yang telah dicap o!eh Kas Daerah dicatat dan 
dijumlahkan datam buku pembantu penerimaan seienis 
melalui Kas Oaerah dan selarijutnya dibukukan dalam Buku 
Kas Umum. 

e. Bendahara Khusus Penerima secara periodik (bulanan) 
menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran 
uang yang di1anda tangani oleh Bendahara Khusus 
Penerimaan dan diketahui oleh Kepala Dinas. 

r. Dic:listribusikan ke Unit Kerja lerkait sebagai laporan. 

e. Angsuran dan Penundaan Pembayaran 
1. Angsuran Pembayaran 

a. Menerima surat permohonan angsuran dari Wajib Pajak. 
b. Mengadakan peneliti;:m untuk dijadikan bahan dalam 

persetujuan perjanjian angsuran oleh Kepala Dinas 
Pendapalan Oaerah. 

c. Membuat s1.li-at perjanjian angsuran/penolakan angsuran 
yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas, di!n apabila 
permohonan disetujui selanjutnya dibuatkan Daftar Sura\ 
Perjanjian Angsuran. 

d. Menyerahkan Surat Perjanjian Angsuran I Penolakan 
angsuran kepada Wajib Pajak dan Qa(tar Surat Perjanjian 
Angsuran kepada Un.it-un.it lain yang terkait 

2. Penundaan Pembayaran 
a Menerima surat permohonan penundaan pembayaran dari 

Wajib Pajak. 
b. Mengadakan penelftian untuk dijadikan bahan datam 

pemberian persetujuan penundaan pembayaran oleh 
Kepala Dinas. 

c. Membuat surat persetujuan penundaan pembayaran / 
p_enolakan pen_undaan pembayaran yang ditanda tangani 
oleli Kepala Dinas, ap.abi!a pemio.hona.n disetujui dibuatkan 
daftar persetujuan penundaan. 

d. Menyerahkan surat persetujuan penundaan p~mbayaran 
kepada Wajib Pajak dan daftar persetuJuan p_enundaan 
kepada unit-unit Jain yang terkait. 
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f. Pembukuan dan Penetapan 
1. P.embukuan dan Penetapan 

a . Mencatat ke dalam buku jehis pajak pada kolom penetapan 
yang tersedia atas dasar SPTPD Wajib Pajak Serf 
Asses111erit, daftar SKPD. daffar $KPDT, daffar SKPDN, 
daftar SKPDLB dan daffar STPD. 

b. Mencatat kedalam buk1,1 Wajib Pajak sesuai NPWPD cjari 
Wajib Pajak masing - masing pada kolom penetapan yang 
tersedia atas dasar SKPD, SKPDT, SKPDKB. SKPOKBT. 
SKPDN, SKPDLB, dan STPD. 

c. Mengarsipkan seluruh dokumen yang telah tercatat dengan 
meniberi nomor urut file. 

2. Pembukuan Penerimaan 
a. Mencatat ke dalam bukujenis pajak pada kolom penetapan 

yang terse<lia ala~ dasar buku penerimaan sejenis ,cjan 
daftar bukti pemidahbukuan. 

b. Mencatat kedalam buku Wajib Pajak• sesuai dengan NPWP 
dari Wajib Pajak pacla kolom penyetoran yang tersedla atas 
dasar validasi dari SSPD dan buktl pem,ndahbuk'.uan. 

c. Mengarsipkan atao menyimpan seluruh dokumen yang 
telah dicatat dengan member! nomor urut file. 

3. Pelaporan 
a. Membuat lap_oran realis·asi penenm·aan Pajak Daerah atas 

dasar daftar penetapan, penerimaan· dan tunggakan 
perjenis p,ajak clan daftartunggakan Wajib Pajak. · 

b. Menibuat laporan realfsasi setoran masa (Sis/em Self 
Assesment). 

g. Keberatan dan Banding 
1. Penyelesc1ian Keberatan 

a. Mene~ma surat permohonan keberatan dari Wajib Pajak. 
b. Meneliti kelengkapan permohonan keberatan Wajib Pajak, 

ditellti den dlperjksa kembali, dibLiat laporan hasil 
penelitian. 

•C. Laporan ke Kas Daerah untuk dllelitl dan dipertimbangkan 
apakah permohonan keberatan dapat diterima atau tldak . 

. d. Menyampalkan berkas keberatan Wajib Pajak disertai 
Pertl~bangan Kepala Dinas kepada Wallkota untuk 
pembuatan Keputusan. balk penerimaan atau penolakan 
terhadap keberatan yang diadukan oleh Wajfb Pajak 
tersebul 

e. Pembuatan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh 
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, berupa menerima 
seluruhnya atau sebag;:iian, menolak atau menambah 
pajak terutang. 

2. Banding 
Apabila Wajib Pajak yang bersangkutan masih merasa lidak 
puas atas Surat Keputusan Walikota mengenai keberatan 
yang diajukan. maka Wajib Pajak yang bersangkutan masih 
mempunyai hak untuk mengajukan permohonan banding 
kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPS.P) sesuai 
dengan ketentuan yang betlaku. 

h. Penagjhan 
1. Penagihan dengan Surat T eguran 

a. Membuat 0aftar Surat Teguran Wajib Pajak 7 (tujuh) hari 
s.eti;/lah batc1s waktu Jatuh tempo pembayaran. 
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b. Meneroilkan SurafTegura·n. 
c. Menyampaikan/Penyerahan Surat Teguran kepada Wajib 

Pajak yang bersangklltan. 
2. Penagihan de119an Surat Paksa 

a. M!i!mbuat cfaftar Surat P~ksa untuk Wajfb Pajak .yang 
setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) harf setelah 
tanggal Surat Teguran belum menyetorkan pajak terulang. 

b. Menerbitkan Surat Paksa dari daftar Surat Paksq. 
c. Mengirimkan/menyerahkan Surat paksa kepada Wajib 

. Pajak yang bersangkutan melalul Juru Sita Pajak. 
3. Pen·agihan dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan : 

a. Membuat daftar Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 
untuk Wajlb Pajak yang belum melunasi hutang pajaknya 
2.-x 24 jam (dua hari) setelah tanggal Surat Paksa. 

b. Penerbitan Su.rat Perintah Melaksanakan Peayitaan. 
c:. Pelaksanaa.n penyitaan oleh Juru Sita dengan menyegel 

barang-barang milik Wajib Pajak yang boleh disita menurut 
perundang-ondan,gan yang dirincl pada Berita Acara 
Pelaksanaan Sita. 

4 . Pengumuman Lelang dan Pelaksanaan Lelang 
a. Membuat daltar Surat Pertnlntaan Pelaksanaan Lelang 

untuk Wajib Pajak yang belum melunasl hutang pajaknya 
sampai dengan berakhimya bat.as wakiu 14 (empat belas) 
hari sejak tc1nggal Surat P-elaksanaan Periyitaan. 

b. Memeriksa hari, tanggal dan jam pelelangan yang disetujui 
oleh Kepala Dinas dan permintaan penegasan kepa·cta 
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). 

c. Menyiapkan berkas penyitaan Wajib Pajak yang 
ber~angkl)~n dan perigumuma.n lelang. 

a. Pela.ksanaan lelang sesuai dengan hari, tanggal dan jam 
yang telah ditentukan. -

5. Pencabutan Penyitaan dan Pengurnuman Letang 
a. Mernbuat daftar Surat Pencabulan Penyitaa.n untuk Wajib 

Pajak yang telah inelunasi hutang pajaknya sesudah 
penerbitan Surat PeJintah Melaksanakan Penyitaan sampai 
den.gan sebelum pengumuman lelang. 

b. Penerbitan Surat Pencabulan Penyitaan. 
c. Pelaksanaan pencabutan penyitaan dengan pembuatan 

Serita Acara Pencabutan Penyitaa.n. 
d. Membuat laporan pelaksanaan pencab.utan penyitaan, 
e. Monitoring penyetoran Wajib Pajak seperti butir 1 di alas 

1.1ntuk mengetahui Wajib Pajak yang -telah melunasi hutang 
pajaknya sesi.J.dah pengumuman Jelang sampal dengan 
sebelum pelaksanaan lelang. 

f . Perilbuatan daftar Surat Pencabutan Pengumuman Letang. 
g. Penerbitan Surat Pencabutan Pengumuman lelang. 
h: Mengirim/menyerahkan Surat Pencabutan Pengumuman 

Lelan·g oleh Juru Sit<1 Pajak. 
6. Kegiatan Penaglhan dengan Surat Perintah Seketika dan 

Sekaligus : 
a. M0;mbuat daftar Surat Perintah Penaglhan Se!<etika dan 

Sekaligus (SPPS dan S) untuk Wajib Pajak yang belum 
menyetor. 

b. Menerb,itkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan 
Sekaligus (SPPS dan S) dari Daftar Surat Perintah 
P.enagihan Seketika dan Sekaligus. 
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I. Keglatan pembentulan, pembatalan, pengurangan ketetapan 
dan penghapusan atau pengurangan sanksi admlnlstrasl : 
a. Menerima surat permoh6nan pembetulan, pembaralan, 

pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan 
sanksi administrasi dari Wajib Pajak. 

b. Meneliti kelengkap·an permohonan pembetulan. pernbatalan, 
pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan 
sank~i administrasi Wajib Pajak, setelah dilakukan penelitian 
dan bila perlu dilakukan pemerlksaan, dibuat laporan hasil 
penelitian. 

c. Meoyampaikan laporan hasil penelitlan kepada Kepala Dinas 
atas permohonan Wajib Pajak, berupa Surat Keputusan 
Penolakan apaoila permohonan ditolak dan Surat Kepulusan 
Pembetulan apabila pennohonan dlterima. 

d. Membuat Surat Keputusan yang ditanda langani oleh Kepala 
Dinas atas permollonan Wajib Pajak, berupa Surat Keputusan 
Penolakan apabila permohonan dilolak dan Surat Keputusan 
Pembetulan apabila permohonan diterfma. 

e. Menyerahkan Surat Keputusan kepada Wajib Pajak dengan 
tembus~n kepada Unit Kerja Penetapan dan Unit Kerja 
Pemb1,1kuan dan Pelaporan Dina~ Pendapatan Daerah. 

j . Pengembalian Kelebihan Pembayaran : 
a. Menerim_a surat permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak, melakukan pemeriksaan dan membuat 
laporan J)eli'leriksaan ditanda tangani oleh Petugas dan Wajib 
Pajak. 

b. Mencatat ke kartu data, selanjutJiya diserahkan kepada Unit 
Kerja p_erhitungan untuk dilakukan perhitungan penetapan 
kelebihan pembayaran pajak. 

c. Memperhitungkan dengan utang/tunggakan pajak yang lain. 
Apakah punya utang atau tidak, kemudi;,in dibuat Nata 
Perhitungan. 

d. Setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain temyata 
kele_bihan ~mbayaran pajak, kurang atau same dengan 
hutang pajak lainnya tersebul maka WaJib Pajak menerima 
bukti pemindahbukuan, sebagai bukti pembayaran 
kompensasi dengan pajak ter.utang dimaksud, karenanya 
SKPDLB tidak <;literbitkan. 

e. Apabila utang pajak setefah diperhitungkan/dikompensasikan 
dengan kelebihan pembayaran pajak temyata lebih, maka 
Wajib P.ajak akan menerima bukll pemindahbuklian san 
sebagai bukti P..embayaran(kompensasl dan SKPOL13 harus 
diterbitkan. 

r. ·setelah menerima SKPQLB dari Unit Kerja Penetapan 
diproses untuk diterbitkan SPMKPD ·dan ditanda tangani oleh 
Wallkota. 

g. Kas Daerah mengempalikan kelebihan pembayaran pajak 
sesuai SPMKPD dengan menerbitkan SPMU. 

(~) Mekanisme dari Prosedur Tetap pemungutan Pajak Penerangan 
Jalan adalah sesuai dengan skema alllr sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran II cl.an merupakan bagian yang tidak dipisahkan 
dengan Peraluran ini. 
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Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraluran Walikota Palembang 
Nomor 55 Tahun 2007 tentang Persyaratan. Mekanisme dan Prosedur 
Tetap Pemungutan Pajak Penerangan Jalan. d.icabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal cfiundangkan. 

Agar setiap orang dap~ 
pengundangan Peraturan 1m, 

Serita Daerah Kola Palembang. 

mengetahuinya, memerinlahkan 
dengan penempatannya dalam 

Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal U. f~ 21}11 

WALIKOTA PALEMBANG, 

' H. EDDY SANTANA PUTRA 



LAMPIRAN I PERATURAN WALlKOTA PALEMBANG 

GOLONGAN 
NO. TARIF 

1. Bisnis 

2. lndustri 1-2 

3, lnoustri 3 

4. lndustri 4 

m .I n•pclrbl Qt 
_ _ ...._. 16,- '2- 1011 

- -~RIS D.ISWI 

NOMOR zo TAHUN 2011 
TANGGAL · 16 F£~A,1 2011 
TENTANG PERSYARATAN, MEKANISME DAN 

PROSEDUR TETAP PEMUNGUTAN 
PAJAK PENERANGAN JALAN 

TABEL HARGA SATUAN USTRJK 

BATAS DAYA TERPASANG HARGA SATUAN LJSTRIK 
(Ro/KWH) 

200 K.VA ke atas 800 

14 KVA s/d 200 KVA 800 

200 KVA ke.atas 680 

30.000 KVA ke alas 605 

•, 
WALIKOTA PALEMBANG, 

KOT• P,U Feel.NG ,, 

C-~~ 
- ::=ADAl!AAIIKOJA ~ 

TJJ!l/N 2011 NOWOR 1.c> 
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\'1 AJIB PAJAK 
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PENOAMBILAN 
KE,LEBl)-IAN PE!MBA Y ARAN 

,. ,!j)_ai, OJ .,._i,,l,bN1Q 

t,,. ' . , .. uQQII 1&•1,·• :20ft 
, ~,_na, OAEAAII 
~ .• 'lM,,B'-0,UiQ 

LAl'vJPOUN Il PERATURAN WALJJ<OTAPALEMBANG 
NOMOR : '20 TAHUN 2011 
TANGGAL : 1E. ~8~UA(tt 2-011 
TE?\-'T ANG : 'P£RSY ARA.TAN, MEKANTSME DAN PROStDUR TET AP 

PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN 

SKEMA ALUR PEMVNGlJTAN PAJAK PENERANGAN JALAN 

P.lrNDAFT ARAN, PEN'DA TAAN PENYETORAN ANGSURAN DAN PE.RMOHONA.'l 
DAN PENJ?TAPAN 

. . 

PllNUNDAAN PEMBA Y ARAN 

] 

PSM~U.KUAN 
DAN P£LAPOJIAN 

l 
KBBERA TAN DAN BA..~DIKO 

" l 
P6MBETULAN, PEMBA TALAN, Pl!NGURAJ'olGAN KBTETAPAN 

PENAGIHAN DAN PBNG!-JAPUSAN A TAO l'E.NOURANGAN . 

SANKS! ADMJNISTRAS! 
., 

WALIKOTA PALEMBANG, 

' ,.,,. 
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